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K ebutuhan akan adanya instrumen lindung nilai (hedging instrument) telah mendorong para pelaku pasar
untuk menggunakan instrumen keuangan derivatif sebagal alat lindung nilai. Perkembangan yang pesat
dalam transaksi instrumen keuangan derivatif pada kenyataannya sering menimbulkan perbedaan penafsiran
yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan fiskus.

Di satu sisi, Wgjib Pajak menggunakan instrumen keuangan derivatif dengan tujuan lindung nilai dan atau
spekulasi. Disisi lain pajak digunakan sebagal salah satu alat untuk meningkatkan penerimaan negara.
Dalam hal ini dibutuhkan adanya sinergi perumusan kebijakan perpajakan yang seksama atas penghasilan
yang berasal dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Perumusan dan penyusunan kebijakan perpajakan
harus dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan instrumen keuangan
derivatif sesuai dengan tujuan Wajib Pgjak, yaitu sebagai lindung nilai dan atau spekulasi. Pemerintah dapat
juga memperoleh penerimaan pajak yang optimal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesisini adalah metode deskriptif analitis. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, laporan penelitian,
peraturan, dan media masa lainnya serta mengumpulkan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan
pajak dan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa peraturan perpajakan yang
tersedia sampai dengan bulan Desember 2000, belum dapat memberikan kepastian dan kejelasan tentang
perlakuan pajak atas penghasilan yang berasal dari transaksi instrumen keuangan derivatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ahli instrumen keuangan derivatif dan atau ahli perpajakan
lebih mempertimbangkan hakekat ekonomi dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Demikian pula
dengan Wajib Pajak pengguna instrumen keuangan derivatif. Sedangkan pihak fiskus lebih
mempertimbangkan peningkatan penerimaan pajak.

Disarankan untuk segera dikaji dan disusun ketentuan perpajakan yang mengatur pengenaan pajak atas
penghasilan dari transaksi instrumen keuangan derivatif secara menyeluruh dengan memperhatikan hakekat
ekonomi dari transaksi instrumen keuangan derivatif sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan instrumen
keuangan derivatif sesuai dengan kebutuhannya dan negara akan menerima tambahan penerimaan pajak.
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